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Abstract 

Law enforcement against corruption in Indonesia is a crucial issue in the effort to establish a clean 

and accountable government. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement in 

combating corruption using a qualitative approach through literature review and legal document 

analysis. The findings indicate that although there has been significant progress in handling major 

corruption cases by institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK), the overall 

effectiveness remains limited. The revision of the KPK Law, weak inter-agency coordination, 

lenient sentencing for corrupt officials, and unequal legal treatment are major hindering factors. In 

addition, public participation in oversight and preventive efforts through bureaucratic reform and 

digitalization of public services remain suboptimal. Therefore, effective law enforcement requires a 

holistic approach that includes institutional strengthening, protection for whistleblowers, judicial 

reform, and the development of a sustainable anti-corruption culture. 

Keywords: Law enforcement, corruption, effectiveness, KPK, judicial system. 

Abstrak 

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan isu yang sangat penting 

dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi korupsi dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam penanganan kasus-

kasus korupsi oleh lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), efektivitas secara 

keseluruhan masih terbatas. Revisi terhadap Undang-Undang KPK, lemahnya koordinasi antar 

lembaga penegak hukum, vonis ringan terhadap pelaku korupsi, serta ketimpangan dalam 

perlakuan hukum menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan serta upaya pencegahan melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik 

belum optimal. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif membutuhkan pendekatan holistik 

yang mencakup penguatan kelembagaan, perlindungan terhadap pelapor, reformasi peradilan, dan 

pembangunan budaya antikorupsi yang berkelanjutan. 

Kata Kunci: Penegakan hukum, korupsi, efektivitas, KPK, sistem peradilan.  
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PENDAHULUAN 

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama 

yang menghambat pembangunan dan menggerogoti sendi-

sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, 

praktik korupsi tidak hanya terjadi di kalangan pejabat 

tinggi, tetapi juga merambah ke berbagai lini pemerintahan 

dan sektor publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa 

korupsi telah menjadi budaya yang mengakar kuat dalam 

sistem birokrasi. Transparency International dalam 

Corruption Perceptions Index (CPI) tahun 2023 

menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100, 

menunjukkan bahwa tingkat persepsi korupsi masih tinggi 

dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia 

Tenggara (Transparency International, 2023). 

Upaya penanggulangan korupsi telah dilakukan 

melalui berbagai cara, mulai dari pembentukan lembaga 

khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 

reformasi birokrasi, hingga perbaikan regulasi. Namun, 

efektivitas penegakan hukum dalam menindak para pelaku 

korupsi masih menjadi sorotan. Banyak kasus besar yang 

berujung pada vonis ringan, bahkan ada pelaku yang 

mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat yang 

kontroversial. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai 

sejauh mana sistem hukum mampu memberikan efek jera 

terhadap para pelaku tindak pidana korupsi (Butt, 2011). 

Penegakan hukum yang efektif mensyaratkan adanya 

kepastian hukum, keadilan, dan kemampuan lembaga 

penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara 

independen dan profesional. Namun dalam praktiknya, 

tidak sedikit ditemukan intervensi politik, lemahnya 

koordinasi antar-lembaga, dan praktik korupsi di dalam 

institusi penegak hukum itu sendiri. Menurut Hadjon 

(2020), kelemahan dalam sistem peradilan pidana di 

Indonesia kerap menjadi celah yang dimanfaatkan oleh 

pelaku korupsi untuk menghindari hukuman yang 

setimpal. 

Selain itu, rendahnya transparansi dan akuntabilitas 

dalam proses hukum turut memperburuk kepercayaan 

masyarakat terhadap penegakan hukum. Ketika publik 

melihat bahwa hukum bisa dibeli dan tidak berlaku sama 

rata bagi semua orang, maka upaya pemberantasan korupsi 

menjadi kontraproduktif. Oleh karena itu, evaluasi 

terhadap efektivitas penegakan hukum dalam menangani 

tindak pidana korupsi menjadi sangat penting, terutama 

dalam mengidentifikasi faktor penghambat dan mencari 

solusi yang tepat (Fitria, 2019). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh 

mana penegakan hukum di Indonesia telah berjalan efektif 

dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Fokus utama 

akan diarahkan pada peran lembaga penegak hukum 

seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian, serta tinjauan 

terhadap proses peradilan yang melibatkan kasus korupsi. 

Analisis ini juga akan membandingkan antara regulasi 

yang berlaku dengan implementasi di lapangan. 

Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat 

memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk 

memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia. 

Perbaikan tersebut tidak hanya sebatas pada regulasi atau 

struktur kelembagaan, tetapi juga menyentuh pada aspek 

integritas aparat penegak hukum serta partisipasi publik 

dalam pengawasan terhadap praktik korupsi. Sebab, 

penegakan hukum yang efektif adalah kunci utama dalam 

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa 

(Dwiyanto, 2021). 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar 

biasa (extraordinary crime) yang berdampak sistemik 

terhadap tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan 

masyarakat. Dalam literatur hukum, korupsi diidentifikasi 

sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk 

keuntungan pribadi yang melanggar prinsip keadilan dan 

integritas publik. Menurut Rose-Ackerman, korupsi 

menghambat pertumbuhan ekonomi dan melemahkan 

kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh 

karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan 

pendekatan hukum yang kuat dan menyeluruh, tidak hanya 

dalam aspek substansi hukum, tetapi juga dalam 

pelaksanaannya. 

Penegakan hukum dalam konteks pemberantasan 

korupsi menjadi elemen penting dalam membentuk efek 

jera terhadap pelaku kejahatan. Kelsen menyatakan bahwa 

hukum yang tidak ditegakkan pada dasarnya kehilangan 

kekuatan normatifnya. Hal ini selaras dengan kondisi di 

Indonesia, di mana meskipun berbagai regulasi dan 

lembaga telah dibentuk, seperti Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berdirinya 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), efektivitas 

implementasinya masih kerap dipertanyakan. 

Kajian oleh Butt menyoroti bahwa kelemahan 

penegakan hukum di Indonesia sering kali bersumber dari 

lemahnya independensi lembaga penegak hukum serta 

adanya campur tangan politik dalam proses penanganan 

perkara. Hal ini berakibat pada rendahnya akuntabilitas 

dan ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan 

terhadap pelaku korupsi. Bahkan, dalam beberapa kasus, 

aktor-aktor utama korupsi berhasil lolos dari jeratan 

hukum karena adanya celah hukum dan praktik kolusi. 

Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Hadjon 

menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia 

masih memiliki banyak kekurangan dalam hal prosedur, 
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transparansi, dan perlindungan terhadap saksi dan pelapor. 

Padahal, perlindungan terhadap pelapor korupsi 

(whistleblower) merupakan salah satu komponen krusial 

dalam memperkuat penegakan hukum. Lemahnya sistem 

ini berimplikasi pada menurunnya keberanian masyarakat 

untuk melaporkan praktik korupsi yang mereka ketahui. 

Dalam konteks kelembagaan, KPK telah 

menunjukkan keberhasilan yang signifikan sejak didirikan, 

namun kekuatannya sempat dilemahkan pasca revisi 

Undang-Undang KPK pada tahun 2019. Revisi ini menuai 

kritik dari akademisi dan pegiat antikorupsi karena 

dianggap membatasi independensi dan wewenang KPK 

dalam menjalankan tugasnya. Menurut Fitria, perubahan 

tersebut menandai kemunduran dalam agenda reformasi 

hukum dan memperlemah posisi KPK dalam sistem 

penegakan hukum nasional. 

Akhirnya, efektivitas penegakan hukum tidak hanya 

bergantung pada regulasi dan institusi, tetapi juga pada 

integritas aparatur penegak hukum itu sendiri. Dwiyanto 

menekankan bahwa profesionalisme, kejujuran, dan 

keberanian aparat dalam menindak korupsi menjadi faktor 

utama keberhasilan penegakan hukum. Dengan demikian, 

pembenahan sistem hukum harus disertai dengan reformasi 

sumber daya manusia dan peningkatan pengawasan publik 

terhadap kerja lembaga hukum. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode studi kepustakaan (library research) dan 

analisis dokumen hukum. Pendekatan kualitatif dipilih 

karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara 

mendalam proses, hambatan, dan dinamika penegakan 

hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Fokus 

utama dari pendekatan ini bukan pada pengukuran 

numerik, melainkan pada penafsiran terhadap data, narasi 

hukum, dan kebijakan yang berlaku. 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah 

dokumen peraturan perundang-undangan, putusan 

pengadilan dalam kasus korupsi, serta laporan dari 

lembaga antikorupsi, baik dari dalam negeri seperti Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan 

Kepolisian, maupun dari lembaga internasional seperti 

Transparency International dan United Nations Office on 

Drugs and Crime (UNODC). Selain itu, jurnal ilmiah, 

artikel hukum, buku akademik, dan berita-berita resmi 

turut dianalisis untuk memberikan gambaran 

komprehensif. 

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran 

sumber-sumber sekunder dari basis data hukum nasional 

dan internasional seperti Hukumonline, JDIH, Google 

Scholar, dan Perpustakaan Mahkamah Agung. Proses ini 

dilakukan secara sistematis dengan menyaring sumber-

sumber yang relevan dan terkini, khususnya yang terbit 

antara tahun 2015 hingga 2024. Tujuan utamanya adalah 

untuk menilai perkembangan terbaru dalam penegakan 

hukum dan perubahan yang terjadi setelah revisi UU KPK 

pada tahun 2019. 

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan 

analisis isi (content analysis) dan analisis normatif. 

Analisis isi dilakukan untuk menelaah isi dokumen dan 

kebijakan yang berlaku guna menemukan pola, isu utama, 

dan kontradiksi dalam implementasi hukum. Sementara 

itu, analisis normatif digunakan untuk menilai kesesuaian 

antara hukum yang tertulis (law in books) dan praktik 

pelaksanaan hukum di lapangan (law in action). 

Untuk mendukung validitas data, peneliti melakukan 

triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai 

dokumen dari institusi yang berbeda guna memperoleh 

gambaran yang objektif dan seimbang. Misalnya, data dari 

laporan tahunan KPK dibandingkan dengan analisis dari 

LSM antikorupsi seperti ICW (Indonesia Corruption 

Watch) atau laporan akademisi. Hal ini penting agar 

kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat sepihak dan 

memiliki dasar yang kuat. 

Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi 

juga analitis dan evaluatif, artinya peneliti tidak sekadar 

menggambarkan kondisi penegakan hukum yang ada, 

tetapi juga menganalisis efektivitasnya dan mengevaluasi 

faktor-faktor yang menghambat keberhasilannya. Dengan 

cara ini, penelitian diharapkan mampu memberikan 

kontribusi teoretis dan praktis dalam reformasi penegakan 

hukum di Indonesia. 

Batasan penelitian difokuskan pada penegakan 

hukum terhadap korupsi tingkat tinggi (grand corruption), 

khususnya yang melibatkan pejabat negara, kepala daerah, 

anggota legislatif, dan aparat penegak hukum sendiri. 

Penelitian ini tidak mencakup secara rinci korupsi kecil 

(petty corruption) atau pungutan liar yang terjadi pada 

tingkat layanan publik sehari-hari, meskipun hal tersebut 

juga penting dalam diskursus antikorupsi secara umum. 

Dengan menggunakan metode ini, peneliti berharap 

dapat menjawab pertanyaan utama dalam penelitian, yaitu: 

“Sejauh mana efektivitas penegakan hukum di Indonesia 

dalam menanggulangi tindak pidana korupsi?” serta “Apa 

saja faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas 

tersebut?” Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan 

digunakan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi 

kebijakan yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan 

reformasi hukum di Indonesia. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan 

hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia telah 

mengalami perkembangan signifikan sejak berdirinya 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. 

Dalam dua dekade terakhir, KPK telah menangani ratusan 

kasus korupsi tingkat tinggi, termasuk yang melibatkan 

menteri, gubernur, anggota DPR, dan kepala daerah. 

Statistik menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan KPK 

dalam membawa kasus ke pengadilan mencapai lebih dari 

90% dengan mayoritas terdakwa divonis bersalah. Hal ini 

mencerminkan adanya efektivitas dari segi proses hukum 

formal dan kinerja institusional. 

Namun, efektivitas ini tidak serta-merta 

diterjemahkan ke dalam penurunan angka korupsi secara 

signifikan. Data dari Corruption Perceptions Index (CPI) 

yang diterbitkan oleh Transparency International 

menunjukkan bahwa skor Indonesia tetap stagnan dalam 

kisaran 32–38 selama beberapa tahun terakhir. Hal ini 

mengindikasikan bahwa meskipun upaya pemberantasan 

korupsi meningkat, dampaknya terhadap persepsi publik 

dan iklim integritas belum maksimal. Dengan kata lain, 

ada kesenjangan antara penegakan hukum secara kasuistik 

dan perbaikan sistemik. 

Revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 

menjadi titik kritis yang memengaruhi efektivitas 

penegakan hukum. Revisi tersebut membatasi beberapa 

kewenangan penting KPK, seperti independensi 

penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, serta 

keharusan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum 

lain. Berdasarkan hasil analisis dokumen dan laporan dari 

lembaga pengawas independen, efektivitas KPK menurun 

setelah revisi tersebut, ditandai dengan menurunnya 

jumlah operasi tangkap tangan (OTT) dan penurunan 

kepercayaan publik terhadap KPK. 

Di sisi lain, lembaga penegak hukum lainnya seperti 

Kejaksaan dan Kepolisian masih menghadapi tantangan 

serius dalam menindaklanjuti kasus korupsi secara 

profesional dan tanpa intervensi politik. Dalam beberapa 

kasus, Kejaksaan berhasil menuntaskan kasus besar, 

namun diwarnai dengan ketidakkonsistenan tuntutan dan 

vonis yang lemah. Sementara itu, Polri juga menghadapi 

isu internal terkait korupsi di tubuh institusi, yang 

menghambat kredibilitasnya sebagai lembaga penegak 

hukum yang bersih. 

Faktor lain yang turut mempengaruhi efektivitas 

penegakan hukum adalah lemahnya koordinasi 

antarlembaga. Meskipun terdapat Nota Kesepahaman 

antara KPK, Kejaksaan, dan Polri, implementasinya belum 

optimal di lapangan. Banyak kasus yang berlarut-larut 

akibat konflik kewenangan, kurangnya pertukaran data, 

serta perbedaan interpretasi hukum. Hal ini menciptakan 

celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk 

menghindari jerat hukum. 

Selain itu, sistem peradilan pidana juga berkontribusi 

terhadap efektivitas yang rendah. Putusan pengadilan 

dalam beberapa kasus korupsi sering kali dinilai tidak 

mencerminkan rasa keadilan. Banyak terdakwa kasus 

besar hanya dijatuhi hukuman ringan atau mendapatkan 

remisi yang luas, yang mencederai prinsip efek jera. Studi 

dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan 

bahwa rata-rata hukuman untuk terdakwa korupsi di 

Indonesia masih berada di bawah 4 tahun, jauh dari 

harapan publik. 

Peran masyarakat dan media massa juga memegang 

peranan penting dalam mengawasi dan mendorong 

penegakan hukum. Masyarakat sipil, khususnya LSM 

antikorupsi dan jurnalis investigatif, kerap menjadi aktor 

utama dalam membongkar kasus korupsi. Namun, masih 

terdapat hambatan berupa intimidasi terhadap pelapor 

(whistleblower) serta lemahnya perlindungan hukum 

terhadap saksi. Ini menyebabkan rendahnya partisipasi 

publik dalam pelaporan korupsi yang bersifat sistemik. 

Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan 

antikorupsi, digitalisasi layanan publik, dan transparansi 

anggaran pemerintah daerah masih menghadapi banyak 

kendala. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai 

program reformasi birokrasi dan sistem e-governance, 

banyak praktik korupsi yang tetap berlangsung secara 

terselubung, terutama pada proses pengadaan barang dan 

jasa. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak 

cukup bila tidak disertai dengan reformasi administrasi 

secara menyeluruh. 

Pembahasan juga menemukan bahwa terdapat 

ketimpangan perlakuan hukum antara pelaku korupsi dari 

kalangan elit dengan masyarakat biasa. Hal ini tercermin 

dari lambannya penanganan kasus besar yang melibatkan 

tokoh politik dan cepatnya proses hukum untuk pelaku 

korupsi skala kecil. Ketimpangan ini mengikis 

kepercayaan masyarakat terhadap prinsip kesetaraan di 

hadapan hukum dan memperkuat persepsi bahwa hukum 

hanya tajam ke bawah. 

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum 

dalam memberantas korupsi di Indonesia masih 

menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi struktural, 

kelembagaan, maupun kultural. Perlu adanya perbaikan 

sistemik yang meliputi penguatan regulasi, independensi 

lembaga penegak hukum, reformasi peradilan, serta 

peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan. Tanpa 

langkah konkret dan berkelanjutan, pemberantasan korupsi 

di Indonesia akan terus menjadi wacana yang tidak 

membuahkan hasil maksimal. 
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KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan 

hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia telah 

menunjukkan kemajuan dalam aspek formal dan 

kelembagaan, khususnya melalui peran Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK). Keberhasilan KPK dalam 

menangani kasus-kasus korupsi besar menunjukkan 

adanya upaya serius negara untuk menegakkan hukum. 

Namun, efektivitas tersebut belum mampu menurunkan 

secara signifikan tingkat korupsi secara keseluruhan di 

Indonesia, yang terlihat dari stagnasi skor Corruption 

Perceptions Index (CPI) dalam beberapa tahun terakhir. 

Salah satu hambatan utama dalam efektivitas 

penegakan hukum adalah revisi Undang-Undang KPK 

pada tahun 2019 yang membatasi independensi dan 

kewenangan lembaga tersebut. Dampaknya cukup 

signifikan terhadap penurunan intensitas operasi 

penindakan dan kepercayaan publik terhadap KPK. Selain 

itu, lemahnya koordinasi antarpenegak hukum seperti 

KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian menjadi faktor 

penghambat dalam mempercepat dan menyelesaikan 

penanganan kasus korupsi secara komprehensif. 

Institusi penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan 

dan Kepolisian masih menghadapi tantangan serius berupa 

intervensi politik, korupsi internal, dan lemahnya integritas 

sumber daya manusia. Sistem peradilan juga belum 

mampu memberikan efek jera yang kuat kepada pelaku 

korupsi, karena banyaknya vonis ringan, remisi, dan 

perlakuan hukum yang tidak adil antara pelaku dari 

kalangan elit dan masyarakat biasa. Hal ini semakin 

memperlemah persepsi publik terhadap supremasi hukum 

di Indonesia. 

Partisipasi masyarakat sipil dan media dalam 

mengawasi dan melaporkan praktik korupsi memiliki 

peran yang krusial, namun belum mendapat dukungan 

penuh dari negara dalam bentuk perlindungan hukum 

terhadap pelapor atau saksi. Rendahnya keberanian 

melapor turut memperparah rendahnya deteksi terhadap 

tindak pidana korupsi yang tersembunyi atau terstruktur. 

Oleh karena itu, peningkatan efektivitas hukum harus 

mencakup perbaikan pada aspek perlindungan hukum 

terhadap pelapor. 

Selain penindakan, upaya pencegahan korupsi juga 

belum maksimal. Reformasi birokrasi, digitalisasi layanan 

publik, serta transparansi pengelolaan anggaran masih 

menghadapi resistensi dari berbagai pihak yang merasa 

dirugikan oleh sistem yang lebih terbuka. Dengan 

demikian, penegakan hukum yang efektif harus dibarengi 

dengan komitmen pencegahan korupsi secara 

berkelanjutan di seluruh sektor pemerintahan. 

Secara keseluruhan, pemberantasan korupsi di 

Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik. Tidak 

hanya melalui penguatan institusi penegak hukum, tetapi 

juga dengan membangun budaya integritas, membenahi 

sistem pendidikan hukum, dan memperkuat kontrol sosial 

masyarakat. Tanpa perbaikan struktural dan kultural yang 

berkelanjutan, pemberantasan korupsi di Indonesia hanya 

akan menjadi simbol tanpa hasil yang berarti. 
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